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PERATURAN GUBERTTUR LAMPT]NG
NoMoR /TZrluavx JOIO

Menimbang

Mengingat

Tf,NTANG

TATANASKAHDINAS
DI LINGKT'NGAI! PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAI\ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBER}TURLAMPUNG,

: aL baliwa dalam rarigka efisiensi dan efehivibs aalministasi
penyelenggaraan pemerintaban daerah perlu penyeragaman tata
naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintahan Daerah; maka PerEhnan Gubemur
Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu di s€mpumakan
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunrf a
dan huruf b, perlu menetapkan Pcrattran Gubernur tsntang Ta,t8
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lamprmg.

: l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetrtang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubaL terakhir dengan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahrm t95t tentmg Lambang
Negar4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Pengguman
Lambang Negara;

4. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antaa Pemerintab Pemerintahan Da€rah
Provinsi dan Pemerintahan lGbupater/Kota

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dines di Lingkungan Pernerintah Daerah;

6. Perahrran Daerah Provinsi l-ampung Nomor 1l Tahun 2009
tenlang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Da€rah Pmvinsi,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pmvinsi Lampung;

7. Peratuan Daeratr Provinsi kmpung Nomor 12 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan

Pmbangunan Ila€rah dan tembaga Teknis Daerah Pmvinsi
Lampug;

8. P€ratumn Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi
l-ampung;

GUBERNUR LAMPUNG



9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga l,ain sebagai Bagi"n
dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lamprmg;
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3.

4.

5.

6.
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MEMUTUSKA]TI:

Menetepken : PERATURAN GLiBERNUR TENTAI\G TATA NASKAII
DINAS DI LINGKUNGAI\I PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAII I,]MUM

Pesel I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubemur adalah Gubemur Lampung.
Wakil Gubemur adalah Wakil Gubernur Lampung.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Satuan Kerja Peranglat Daerah Pravin$i relanjuhya disebut SKPD Previ-'nri adalatl
Sekretariat Daeratu Sekretariat DPIID, Dinas Daeralulembaga Teknis Daerah dan
Lembaga [ain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan
jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpaoan
naskah dinas serta media yang digunatan dalam komunikasi kedinasan.
Nasksh Dinas adalah infomnsi tertulis sebagai alar kommikasi kedinasan yang
dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Pemerintah Provinsi tampung.
Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan rcdaksional, serta
penggunaan lambangAogo dan cap dinas.
StonpeVcap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabaran atau SKPD.
Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD
tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas atas.

Kop Sampul Nesknh Dinas adalah kop surat yang menmjukkan jabatan atau nama

SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Delegasi adatah pelimpaban weweDang dan tanggung jawab dari pcjabat kepada

pejabat atau pejabat dibawahnya
Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh arasan kepada bawahan

untuk melalrukan suatu tugas tert€ntu atas nama yang memberi mandat.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah halq kewajibaa dan tanggrmg jawab yang

ada pada s"t*ong pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan

tugas dina. kewenangan pada jabatannya.
peiaturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum'

yang bersifar pengaturan ditetaplen oleh kepala daerah setelah mendapat

po*.toiu- bcr*m" Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr rmtuk mengatur urusan

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pqrahtran Gubernur ud"luh ,a"kah di"ar dal4m bqnh& dan susunan prpduk hukum

yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur'
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19. Peraturan Bersama adalah naskah dina< dalarn bentuk dan susunan produk hukum
yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.

20. Kepunsan Gubernur adalah naskah dinas dslam bentuk dan susunan produk
hukum yang benifat penetapaq individual, konkrit dan final.

21. Keputusan kepala SKPD adalah oaskah dinas dalam bentuk dan susrman produk
hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit drn final.

22. Insruksi Gubemur adalah naskah dinas y61g berisikan perintah dari gubernur
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pflrerintahan.

23. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau
petmjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

24. Suraf Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaarL
pennintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

25. Surat Keterangan adalah ruskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dai pejabat
sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

26. Surat Petintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan
yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

27. Surat Izin adalah naskah dinas yarg berisi persetujuan tefiadap suatu permohonan
yang dikelua*an oleh pejabat yang berrnenang.

28. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua
belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang
telah disepakati bersama

29. Suraf Perinlah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yatrg kisi perintah untuk melakmnakan pekerjaaa sesuai d€ngm tugas
dan fungsinya.

30. Surat Perintah Perjalanan Dinas addah naskah dinas dari p€jabat yang berwenaDg
kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

31. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan
berisi pemberian wewenang dengan atas namanya unhrk melakukon suatu tindakan
tertentu dalam rangka kedinasan.

32. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang ber'rilenmg berisi undangan
kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu
acara kedinasan.

33. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas "dalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi pemyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

34. Surar Panggilan adalah naskah dims dari pejabat yang berwenang berisi ponggila
kepada seorang pegawai untuk menghadap.

35. Nota Dinp. adalah naskah dinas yang bersifat inrcmal berisi kommikasi kedinasan
antar pejabat arau dari atasan kepada bawahan dan dari bawatnn kepada atasan.

36. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan
konsep naskah dinas k€pada alasan.

37. Lernbar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk

tertulis kepada bawahan.
38. Telaahan Staf adslah naskah dims dari bawahan kepoda atasan antara lain berisi

analisis pertimbangaru pendapat dan saran-saran secara sistematis.

39. Pengumuman adalah naskah dinas dad pejabat yang berwerang berisi
pernberitahuan yang b€,rsifat nmlnt.

40. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada alasan yang berisi informasi
dan pertaaggungiawaban tentang pelaksanaan tugas kedioasaa.

41. Rekomendasi adalah naskah dinas dsri pejabat yang berwenang berisi keterangan

alau catatan tentang sesudu hal yang dapal dijadikan hhan pertimhngan
kedimsan.

42. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfimgsi

sebagai tanda terima
43. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang

dikirim melalui telekomunikasi elekmonik.

44. kmbaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraruran daerah.
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B€rita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan Kepala
Daerah.
Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang
dibndatangani oleh para pihak.
Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan pDs€s sidang atau rapat.
Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan te(€ntu.
Daftar hadir adalah naskah dims dari pejabat berwenang yang berisi keterangan
atas kehadiran seseorang.
Piagam adalah naskah rlinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan afas
prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah neqkah dinas
yang menryakan tanda bukti seseonmg telah lulus pendidikan dan pelafihan
tertentu.
Sertifikat adalah naskah dines yang tanda bukti seseorang telah
mengikuti kegiatan tertentu.
Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
Pencabutan adalah suatu pemyatasn tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak
ditetapkan pencabutan tersebut.
Pembatalan a.lalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak p€rnah
dilaloikan"

53.
54.

55.

BAB II

TATA NASKAII DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dina. terdiri atas:
a asas efisien dan efektif;
b. asas pembakuan;
c. asas akuntabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
f. asas keamanan.

(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 3

Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilalokan
melalui penyederhanaan dalam penulisaq penggunaan ruimg atau lembar naskah
dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa lndonesia yang baik,
bernr den lugas.
Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui
tatacara dan benuk yang telah dibakukan.
Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu
penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungiawabkan dari segi
isi, formal prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
Asss keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 4 yaitu tata naskah

dinas diselenggaratan dalam satu kesatuan sisGm.
Asas kecepatan dan ketepatan dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu
tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan t€pat sasaran.

Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu
penyelenggaraan tata naskah dinas banrs aman secara fisik dan substansi.



P$rl 4

Prinsipprinsip penyelenggaraan naskeh rlinaq ferdiri atns ;

a. keelitian;
b. kejelasan;
c. 5ingket dqn psdat; dqn
d. logis daa meyakinkan.

Pessl 5

(l) hinsip ketelitian dimaksud dalam Pasal 4 hunrf a, diselenggarakan
secara teliti dan cermat dari benn q sut man pengetikao, isi, sruktur, kaidah
bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam peirgetikan.

(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan
dengan memperlratikan kejelasan aspek fisik dan maferi dengan mengutamakan
metode yang cepat dan tepat

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
diselenggarakan dengan menggrmakan balrasa Indonesia yang bail b€nar d8n
lugas.

(4) Prinsip logis &n meyakinkan ,limaksud dalam Pasal 4 huruf 4
diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta stnr,ktur kalimat
barus lengkap dan efektif.

Pasd 6

Penyelenggaraan nesknh dinas dilaksanakan sebagai berikrn :

a- pengelolaan sural masul
b. pengelolaan surat kcluar;
c, tingkat keauraran;
d. keceparan proses;

e. p€nggunaan kertas surat;
f. pengetikan sarana adminisnasi dan komrmikasi perkantoran; dan
g. wama da[ kualitas kertas.

Pasel 7

Pengelolaan suat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan
melalui:
a instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:

l. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat $Irat serta didisribusikan ke rmit
pengelola;

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan
pimpinan; d8n

3. surat masuk diarsipkan pada unit tata us"he
b. copy suratjawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
c. altn surat menyurat diselenggrakan melalui mekanisrne dari tingkat pimpinan

tertinggi hingga ke pejabat struknnal terendah yang berwenang.

Pasel 8

Pengelolaan surat rnasuk dfunaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukaa
melalui r4hePan:

a konsep sumt kelur diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan
kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tara usaha dalam

rangka pengendalian;



b. suat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor,.^nggal dan steinpel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja
p€rangkat da€rah;

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; rl"n
d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha-

Pasel 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 4 sebagai berikut:
a amat segera/kila! dengan batas waktu 24 jam setelah sumt diterima;
b. seger4 dengan batas waktu 2x24 jam setelah sural diterimq
c. penting, dengan batas waktu 3x24 ja,,n s€telah surat diterim4
d. biasa, dengan batas waktu makimum 5 hari kerja setelah surat diterima

Pesal ll

Penggunaan kertas surat sebagaimana rlimrksud dafu5 Pasal 6 hunrfe, sebagai berikut:
a- kertas yang digrmakan untuk naskah dinas adalah lM 80 gram;
b. penggunaan ksrtas HVS diatas E0 gram atau jenis laia hanya tefiatas untuk jenis

Naskah DiDas yang mempunyai nilai kesamaan tertentu ,tan nilai kegunaan dalam
waktu lama;

c. penyediaan surat berlambang negara atau logo daerah brwama diatas kertas 80
gram;

d. ukuan kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folioff4 (215 x 330
mm);

e. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pesel 12

Pengetikan sarana adminisnasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6
huruf i sebagai berikut :

a. penggunaanjenishurufpica;
b. arial 12 arau disesuaikan dengan kebtrtuhan; dan
c. spasi I afau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan
mencantumkan kode pada sampul naskah dirus sebagai berikut:
a- surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya

memiliki tingket keamanan tinggi, erat hubtrngannya dengan rahasia negara,
keamanan dan keselamatan negara.

b. surat rahasia disingkat & menryokan surat yang materi dao sifatnya memiliki
tingkat keamanan tingg yang bedampak kepada kerugian negar4 disintegrasi
bangsa

c. surat penting disingkat P, menpakan surat thgkaf keamanan isi surat perlu
mendapat perhatim penerima surat.

d. surar konfidensial disingkat It merupakan sr.rrat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada teftmbatnya jalannya
pemerintahan dan pembangpnsn.

e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi,lan sifatnya biasa namun
tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak



Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwama putih
dengan kualitas baik.

BAB III

NASKAH DINAS
Begian Kesetu

Bentuk dan Sugunu

Pesel 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di linglungan Pe,merintah Provinsi,
terdiri atas:
a" peraturan daerab
b. peraturan gubemuc
c. peraturan hrsama gubernuc dan
d. keputusan gubemur.

Prrd 15

Benttrk dan susrmao naskah dinas surat di lingkugan P€m€rintah Provinsi, terdiri atas:

a instruksi;
b. surat ed[an;
c. surat biasa;
d. surat keterangan;
e. surat pedntah;
f. surat izin;
g. surat perjanjian;
h. srrrat perintah tugas;
i. surat pcrintah pcrjalanm dinas;
j. surd kuasa;
k surat undangEn;
l. surat keterangan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;
rL nota dinas;
o. nota peogiajuan kons€,p naskah dinas;
p. le,nobar disposisi;
q. telaahan staf;
r. pengumumatu
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. surat p€ngalar;
v. telegram;
w. le'mbaran daerah;
x. berita daerah;
y. berita ac$a;
z. notulen;
aa- memo;
ab. daftarhadir;
ac. Piagarn;
ad. sertifikat dan
AC. STTPP.



BABry

PENGGI]NAAI\i DANT KEWENANGAIT' ATAS NAMA UNTUK BELIAU,

PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA EARIAN DAIY PENJABAT

Pesel 16

(l) Atas nama yang disingkat &n. merqpakan jenis pelimpahan wewenmg dalarn
hubungan intemal antara atamn kepada pejabat setingkat dibawahnya

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam
hubungan intemal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya

(3) Tang$mg jawab sebagaimana rlimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tetap berada
pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang men€rima
pelimpahan wewenang hanrs mempertanggmgiawabkan kepada pejab* yang
melimpahtan wewenang.

(l)

(2)

(3)

(l)
Q)

(l)
(2)

Pesel 18

( I ) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara @a
jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah
dinas, karena pejabat definitif bethalengen sementara

@ Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat dengan keputusan Gubemur
atau keputusan Kepala SKPD dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempertanggmgiawabkan pelaksanaan
atas naskah dius yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pesal 19

Prsrl 17

Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabal sementara pada jabalan
tertcntu yang mendapat pelimpahan wewenang penadatanganan raskah diDas,
karena pejabat definitif belum dilantik
Plt sebagaimam dimaksud @a ayat (l) diatgkat dengan keputusan Gubernn atau
keputusan Kepala SKPD dan berlaku paling lama I (satu) tattun.
Plt sebagaimana dimeksud Inda ayat (l) bertanggungiawab atas nnskrh dines yang
dilahkannya

Penjaba yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Gubernur.
Penjabat setmg"imsna dimaksud pada ayat (l) melaksarakan tugas pemerintahan
pada daerah tert€ntu sarnpai dengan pelantikan pejabat definitif.

BABV
PARAF, PE]YULISAN NAMA9 PENANDATANGANAN, I'AI\I

PENGGUNAAI! TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Brgirn Kesetu

Paraf

Pasal 20

Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandarangani
terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
Paraf sebagaimana dimeksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilalokatr oleh pejabat

terkait secara horizontal dan vertikal.
(3)



(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan tanda tanmn
singkat sebagai bentuk p€ftnggungjawabaD atas muatan mat€ri, substansiledaksi
dan pengetikan naskah dinas.

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayar (4) meliputi:
a. parafhierarki; dan
b. paraf koordinasi.

Prsd 21

(1) Penandatanganan naskah dinas dalam bentuk susunan surat dan bersifd kebijaka''
yang ditujukan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi lain
ditandatangani Gubernur.

(2) |rfsskah dinas dalam bentuk suriunan surat yang isinya bersifat laporaq informasi
dan atau kAerangan yang dituj.'kan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah
Provinsi lain dapat ditandatangani oleh Sekre{aris Da€rah atas nama Gubernur.

Brgim Kedue
Pcnuliren Nema

Prs.l 22

( I ) PenuLlisan nama Gubemur, wakil Gubernur pada naskah dinas.
a- daldm benilk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
b. dalam bentuk d"n susunan surat menggunakan gelar.

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (l) menggunakan gelar,
nomor induk pegawai dan pangkat.

Begiu Ketfr
Penrndrtrngenrn Nrskrh Dinrs di tingkungrn Pemerinteh Provinsi

Prsd 23

(l) Gubernur meoandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susrman produk hukurn
sebagaimana rlimatsud dalm Pasal I 4 ayat ( I ) terdiri afas:

a peraniran drarali;
b. peraturan gubernur;
c. p€raturalr bersama gubemur; dan
d. ke,putusangubernur.

(2) Gubernur menandatangaoi nnqkph dinas dalam benUk dan susunan surd
setragaimana dimaksrrd dalm Pasal 15 te,rdiri atas;
a- instruksi;
b. surat edaran;
c. suat biasa;
d. surar keterangm;
e. slrat pefutalu
f. srtrut irin;
g. sumt perjanjian;
b- sural perintah tugls;
i. surat krusa;
j. surat mdangan;
k. surat keterangan melaksanakan tugss;
l. surat panggilan;
m. nota dinas;
n. lembar disposisi;
o. p€ngumuman;
p. laporan;
q. r€kome,ndasi;
r. telegram;
s. berita acara;
t memo;
u. piagam;
v. sertifikat; dan
W. STTPP.



Pasal 24

Wakil Gubemur menandatangani naskah dinas dalam benhrk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dal"- Pasal 15 t€rdiri atqs:
a- surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. suat izin;
e. suat perintah tugas;
f. surat keterangan melaksanakan tugas;
g. nota dinas;
h. lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. rekomeodasi; dan
l. memo.

Pasal 25

(l) Sekretaris Daerah menandataagani naskah dims yang dalam b€ntuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a surat bias4
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surar perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h- surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota p€[gEjuan konsep naskah dinas;

lembar disposisi;
telaahan staf;
p€ngumrrmnn;
laporan;
rekomendasi;
sural pengantar;
lembaran daerah;
b€rita daerah
berita acar4
notulen;
memo;
daft& hadiq dan
sertifikat;

@ Seketris Daerah atas nama Gubernur m€mdatangani mskah din'q yang
meliputi:
a Dalam bentuk dan susman pr,oduk hukum keputusan Gubernuc
b. Dalam betrfuk dan srsunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 t€diri

atas:
L surat edaran;
2. surat biasq
3. surat keterangan;
4. surat Perintah;
5. $xat i?in;
6. surat perjanjian;
7. surat perintah tugas;

n.
o.
p.
q.
r,
s.

t.
IL

w.
x.
v.
z.



8. surat undangan;
9. surat ket€rangan melaksanakan tugas;

10. surat panggilan;
ll. nota dinas;
12. pengumuman;
13. telegram;
14. berita acara;
15. piagam;
16. sertifil€t; dan
I7. STTPP.

Pasal 26

(l) Asisten menandatangani naskah dims dal"m bentuk dan susunan srrat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
& nota dinas;
b. nota pengajrun konsep naskah dina.;
c. lembar disposisi;
d. l6laahan sfaf;
e. laporan;
f. surat pengantar;
g. notulen; dan
h- memo.

(2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk
d*n susunan surat sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a- surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanen dinas;
f. surat undangan;
g. srrar panggilan;
h. nota dings;
i. nota pengajuaa konsep naskeh dinaq;
j. laporan;
k. surat pengantaq dan
l. daftar hadir.

Pesrl 27

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk don susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

& nota pengajuan konsep naskah dina.;
6. 1s1""han stafi datr
c. laporan.

Pasd2E

(l) Kepala SKPD menandatangani a2sffi dinas dalam bentuk dan susunao sural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. sgrat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. strrat perintah perjalanan dina.;
h. surat hrasq
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;



k. surat ponggilan;
L nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. p€ogumumsn;
q. laporan;
r. rckomendasi;
s. berita acarq
t m€mo;
u daftarhadia dan
v. sertifikat

(2) Kepala SKPD alas name Gubernu' naskah meliprfi:
a dalam beoruk dan susrman produk hukum keputusan Gubernur; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimaoa dimnksud dalam Pasal 15 terdiri

atSs:

l. surat biasa;
2. surat keterangan;
3. surat perintah;
4. suaf mdangan;
5. sertifikat.

(3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku kepala SKPD afas nama Gubemur
menandatangani naskah dinas dalam bentuk d"n susnan surat sebagaimana
dimaksnrd dglam Pasal 15 terdiri atas:
a surat biasa;
b. surat undangan;
c. pengumuman;
d. telegram;
e. piagarn;
f. sstifiksq dan
g. STTPP.

P$.t29
(l) Sekr,etaris DPRD menandahgani neckah dinas dolarrr bentuk drn susrman strrat

sebagaimaoa dimaksud dal"m Pasal 15 terdiri atas:
a surat biasa;
b. srat keterangEn;
c. srrat perintah;
d. sruat izin;
e. surat perjanjian;
f. srn:at perintah tugas;
g. surat perintah pcrjalanan dinas;
b- surat kuasa;
i. surat rmdangan;
j. surat kaerangan melaksanakan tugas;
k. sumt panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskeh dips'
n lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pen$mrman;
q. laporan;
r. rekome,ndasi;
s. berita acara;
t. me,mo; dan
u daftar hadir.



(2) Seketaris DPRD atas nama Gubemur menandatangani naskah dinas meliprfi:
a dal"m benfirk dan susunan pmduk hukum keputusan seketaris DPRD; dan
b. dalam beftuk dan su rnan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tsdiri

alas:
l. surat biasc
2. surat keterangan;
3. surat perintah;
4. surat rmdangan; dan
5. sertifikar

Prsd 30

(l) Kepala UPT dinaVbadan menandarangani naskah di'a. dal"m bentuk dan sur tnn
surat sebagaimana dimnksud drlam Pasal 15 terdiri atas:
a surat biasa:
b. surat kaerangan;
c. surat perintah;
d- suat izin;
e. surat perjanjim;
f. surat perintah tugas;
g. suraf perintah perjalanan dines;
h. surat hmsq
i. surat undangan;
j. surat ket€raryan melaksanakan tugas;
k surat panggilan;
l. nota dinns;
m. nota pengajuan konsep naskah dhas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. p€nBnnuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. beria acara;
L memo; dan
u daftar hadir.

(2) Kepala LJPT dinaJbadan atas nama kepala dinaVbadan m€,nandatangani naqtah
dinas dalam bent* dan snsuran surat sebagaimana dimnksud dalam Pasal 15
1s{fui atqs;
l. surat biesa;
2. surat keterangan;
3. suat perintah;
4. nota dinas;
5. berita acara; dan
6. daftar hadir.

Pesd 3l
(l) Sekretaris SKPD menandstatrgani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat kuasa;
e. surat undaogan;
f. 1619 .linn-s;

g. nota p€ngajrun konsep naskah dinas;
h- lembar disposisi;
i. telaahan staf;
j. laporan;
k. memo; dan
l. daftar hadir.



(2) Sekretaris SKPD afas nama Kepala SKPD menandatangani naskah rlinas .lalam

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksrrd dalam Pasal l5 terdiri atas:
a surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat rmdangan;
e. nota dinas;
f. aota pengajuan konsep naskah dinas;
g. laporan; dan
h. daftar hadir.

Pesd32

(l) K€pala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam benhrk dan
susunan surat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 t€rdiri atas:
a surat perintah;
b. nota dinns;
c. nota p€ngajuan konsep naskah dinas;
d. lembar disposisi;
e. telaahan staf;
f. laporan; dan
g. daftehadir.

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nema l(6pr6[ SKPD menaoddangani na.skah

dinas dalm bentuk dan snsuran suraf sebagairDaoa dimaksud dalam Pasal 15 t€rdiri
atas:
a surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 33

(l) Kepala Sub Bagiau Kepala Sub Bidang; K€pala Seksi, menandatangani naskah
,linas dalam t €nhtk dan susunan swat sebagaimana dimgksud dalam Pasal 15 terdiri
atas:
a nota dinas;
b. nota pengaimn konsep nnqkah ,linas;

c. telaahan staf; dan
d. laporan-

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atas nama Sekretaris, Kepala
Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam 6"rr1uk rlqn suliuran
surat s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a surat perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.

Brgirn Keemprt
Pcndclcgesirn Pcnendrtengrnen Nrskrh Dines

Prsrl 34

(l) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam
Peraturan Gubernur.

(2) Pelakmnaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan

Keputusan Gubemur.



Bagian Kelima
Penggunarn Tinta untuk Naskeh Dines

Pesel 35

(l) Tinta yang diguoakan mtuk naskah dinas berwama hitam.
(2) Tirta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwama biru

tua
(3) Tinta yang dipergmakan rmtuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI

STEMPEL

Bagien Kesetu

Jenis

Pesal 36

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri ares:
a. stempel jabatan; dan
b. stempel pemngkat daerah.

Pasal 38

Stempel perangkal daerah sebagaimam dimaksud dalam p6sal 36 huruf b, terdiri atrs:
a- Stempel SKPD;
b. Stemp€l SKPD untuk keperluan t€rtentu; dan
c. Stempel LJPT.

Brgien Kedua
Beatuk, ukuran den Isi

Pasal 39

Stempel jabatan 6166691 dan stempel peranekat daerah sebagainana dimaksud dalam
Pasal 36 berbentuk lingkaran.

Pasal tl{)

Ilkuran stanpel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 meliputi :

a Ukuran garis tengatr lingkaran luar sternpel jabatan dan stempel perangkat daerah

adalah 4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah

3,8 cm;
c. Ukurao garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan pemngkat da€rah adalah

2,7 cm; dan
d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal I cm.

Pasal 37

(l) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a adalah stempel
jabatan Gubemur.

(2) Stempel jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pda ayat a berisi nama jabatan

dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang



Pasal 41

(l) Ilkuran stmpel SKPD untuk keperlr'4n tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 huruf b, meliputi :

l. ukuran garis tengah lingkaqn luar stempel jabafan dan stempel perangkat da€rah
adalah l,S cm;

2. ukuran garis tengah lingkaran teogah st€rnpel jabatan dm st€mpel p€rangkat
daerah adalah 1,7 cm;

3. ukuran garis tengah lingkran dalam sternpel jabatan dan st€mpel p€rangkat
daerah adalah 1,2 cm; dan

4. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dal'm lingkaran dalam maksimrl Q,J s6.

(2) Stempel perangkat daerah unhrk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan untuk tanda penduduk kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi
kesebatan dan sejenisnya

Prsal 42

(1) Stempel jabatan berisi nama jatntan dan menggunakan lambang negara dengan
pembatas tanda binang

(2) Stempel perangkat da€rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf
b berisi narna Pemerintah Provinsi nama SKPD yang benanghrtan

(3) St€mpel IIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, berisi mma
Pemerintah Provinsi nama SKPD dan nema fJpf y4ng bersangkutan.

Brgien Ketiga
Pengguneen

Pasel 43

(l) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatatr sebagaimana dimaksrd dalarr
Pasal 36 hurufa adalah Gubernur.

(2) Pejabat yang berhak menggunakan st€mpel perangkat daerah sebagaimana dimaksud
delem Pasal 36 huruf b, kepala SKPD, kqala LJPT atau pejabar yang diberi
wewenang.

Prsd 44

Perangkat daerah provinsi yang berhak stempel perangkat daerah
sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
a selr,etriat daerah;
b. s€loetariat DPRD;
c. dinas daera[
d. lembaga telnis daerah;
e. lembaga lainnya

Plsd45

St€rnpel unfuk nastrh rtines menggrmakrm tinta berwarna rmgu dan dibubuhkm @a
bagian kfui tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.



(l)

(2)

(3)

(4)

Begian Kecmpet
Ken enrngen Pemcgrng den Penyimpenan Stempel

Pesal 4,6

Kewenangan pernegang dan penyimpan stempel jabalan untuk naskah dinas
dilahrkan oleh rmit yang membidangi urusan ketatausahan pada S€ketariat
Daerah.
Kewenangan pemegang dao p.r'tyi-pao sternpel perangkat daerah dilakukan oleh
unit yang me,mbidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
Unit yang membidangi urusan ketafausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
Penrmj-kan pejabat pemegang dan penympan stempel sebagaimana dimeksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkun$n Pemerintatr Provinsi,
menggmakan kode.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan Stempel
setragaimana rlimaksud pada ayat (l ) diatur tersendiri oleh Gubernur.

(1)

(2)

BAB VTI

KOPNASKAHDINAS
Bagien Kesrtu

Jenis

Pesel 4E

Jenis kop naskah dinnq di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
a Kop naskah dinas jabataq dan
b. Kop naskah dinas perangkar daerah"

Brgien Kodue

Bentuk drn Isi

Prsd 49

(l) Kop assffi .linas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huilf a, rmnrk
Gubernur/Wakil Gubemur, menggumkan:
a lambang negara berwama kuning emas dan ditempatlcn dibagian t€ngah atas

untuk naskeh dinas bentuk dan susunan pmduk hukum;
b. lambang negara brwama krming ernas dan ditempatkan dibagian tengah aras

serta alamat nomor telepon, nomor fatsimile, website, e-mail dan kode pos

dit€mpatkan dibagian tengah hwatr untuk naskah dinas dalam bcnhk dan
susunan surat.

(2) Kop naskah dines daerah provinsi memuat sebutan Pemerintah Prcvinsi,
natna satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web
site, e-mail dan kode pos.

Brgirn Kelinr

Pcngrmrnen
Pasd47



Paragraf Ketige
Penggunran

Pasal 5{)

(l) Kop naskah dinas sebagaimena rlimaksud dalam Pasal 49 ayat (l), digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubemur drm Wakil Gubemur.

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Provinsi, Lembaga Lainnya
atau pejabar lain yang ditunjuk.

Prsal 51

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat Q), digunakan untuk
psffi dinas yang ditandatangpni oleh Staf Ahli Gubemur.

BAB VIII

SAMPULNASKAH DINAS
Begirn Kesrtu

Jenis

PesrI52

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
a Sampul naskah dinas jabatan; dan
b. Sampul neskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedur
Bentuk, lJkuren drn Isi

Pesal 53

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 berbentuk ernpat persegi panjang.

Pesal 54

(l) Llkuan sampul naskah rlinaq jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
a- sampul kantong dengan ukuran panjang 4l crr dan lebar 30 c:rr;
b. sampul folio/map deilgan ukuran paruang 35c'm dan lebar 25 ct;
c. sampul setengah folio denFn ukuran paqiang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
d. sampul seperempat folio dengan ukuran parfang 28 cm dan lebar 14 cm.

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menggunakan
kertas casing dengan warna:
a putih untuk sampul naskah dines jabatan sebagaimaoa dinaksud Pasal 52

huruf a; dan.

b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat <taerah sebagaimara dimaksud Pasal

52 huilf b.



Pasal 55

(l) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwama kuning emas nama
jabatan dan alamat, nomor lr,lepn" faksimile, e-nail, website dan kode pos di
bagian tengah atas.

(2) Sampul perangkat daerah berisi nama Pemerintah Provinsi, nama SKPD yang
bersangkrrtan, alamat, nomor telepon faksimile, e-mail, website dan kode pos
dibagian tengah atas.

(3) Sampul LIPT berisi nr-a Pemerintah Provinsi, nama SKPD dnn UPT yang
b€Eangkutan, alamal, nomor telepon, foksimile, e-mail, website den kode pos
dibagian tengah atas.

BAB IX

PAPAI\INAMA
Brgian Kesatu

Jenis

Pasrl 56

Jenis papan nama dinas fi lingkuogan Pemerintah Provinsi terdiri atas :

a Papan nama kantor Gubemuq dan
b. Papan nama perangkat daerah.

Brgim Kedur
Beutu}' Ukunn den Isi

Pasrl 57

Pasal 58

(l) Papan nama di linglrungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 huruf a berisi tulisan kantor Gubemur, alama! nomor telepo4 dan kode pos.

(2) Papan nama di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksd dalam Pasal
56 huruf b berisi hrlisan Pemerintah Provinsi dan nama SKPD yang tersangtutan,
alamat, nomor telepon dan kode pos.

(3) Jenis bahan dasar, warna besar huruf papan kantor gubernur, perangkat daeratr
sebagaimana din:aksud pada ayat ( I ) dari ayat (2) diatur oleh Gubemur.

Brgirn Ketigr
Penempaten

Pasal 59

Papan nama kantor, p€rangkat daerah ditetapkan @a t€mpat yang strategis, mudah
dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya

P$rt60

Bagi b€berapa kantor, SKPD yang berada dibawah satu atap atau satu komplek, dibuat
dalam satu papan yang bertuliskan semua nama SKPD.

Papon nama di lingkungEn Pemerintah Provinsi sebageimana dimaksud dalam Pasal 56
disesuaikan dengan banguan.



BABX

PERUBAHAN DAI\T PENCABUTANT

Pasel 61

(l) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dimaksud dalam Peraturan

Gubemur ini dilakukan dengan b€ntuk 'l^n susunan naskah di"as yang sejenis.
(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilakukan oleh pejabat yang menetapkaq mengeluartan atau pejabat diatasnya

BAB XI

PELAFORAN

Pasd62

(l) Bupati/Walikota melapor*an pelaksanaan naskah dinas di tingkrmgan Pe.merintah
Kabupate,n/Kota kepada Gubernur.

(2) Gubemur melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
&n pembiman den pengawasan penyelenggaraan naskah dims di lingkungnn
Pemerintah Kabupate,n/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB }ilI
PEMBINAAN DAIT PENGAWASAI!

Pesel(3

Gubernrn melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan oaskah dinas di
lingkrmgau Pernerintah Prcvinsi.

BAB )ilII
KETENTUAN PEI\ruTI,JP

Pasal 64

(l) Penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi di*ur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernrn.

(2) Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan paling lambat I
(satu) tahtm sejak ditetapkan Peraturan ini.

Psd65
Bentuk dan susunan naskah dinas, penemparan an, ub, Plt., Plh dan Pj, p6rat betrtulq
ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah.linas dan palmn nema
sebagaimana dimslsud dalam Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, YIII dan Bab
IX sebagaimam tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pesel 66

Dengan ditetapkannya Peratruan Gubernur ini, maka Peraturan Gubemrn l,ampung
Nomor 20 Tahun 2fi)6 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Iampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi lampung.

DitetaDkan di Telukbetuns
paoatinega Vo ' tz-- loto

GTJBERI\ruR LAMPUNG,
I

SJACIIROEDIN ZP.

Diundangkan di Telukbetung
padatanssal 3o - /1 : /-OtO

BERITA DAERAH PROVINSI I,AMPT]N
r^EUN !4O uomoa //t

PIL SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUN

UtamaMadya n
NIP. 19601225 19t503 I 012

G

Grr

Prsal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Perahran Gubernur ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Y/



LAMPIRAN : PERATURANGIJBERNI]RLAMPUNG
NOMOR :

TANGGAL :

A. BENTUI( DAN SUSTJNAN NASKAH DINAS

,S ,* . r.','..ftt'

GI]BER}II'R I,AMPUNG

PF-RATUR.AN NAFRT{I{ PROVINSI LAMPUNG

NOMOR TAHI.JN

TENTANG

DENGAN RAI{W{T TUI{AN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPTJNG,

Menimbang a. bahwa.

Mengingat

b. bahwa.

2. Perauran Pemerintah

3. dan seterusnya.

Dengan Pers€tujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPT]NG
dan

GUBERNUR T.AMPI.]NG,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMI]M

(1)
(2)

Pasal I



BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlsku poda tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pensundangan dengan penempatannya dalam
L,embaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPT,ING,

NAMA
Pangkat
NIP.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PROVINSI LAMPT]NG
TAHLTN ........... NOMOR ..................



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPT]NG

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI.IA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa.

b. bahwa.

2. Peraturan Pemerintah

3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

\, Menetapkan : PERATURAN GUBERNURTENTANG

Mengingat

BAB I

KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

(r)
(2)
(3) dan seterusnya.

(l)
(2)

Pasal 2



Peraturan Gubernrn ini mulai berlaku pada anggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam (*mboot Daeraly'Berita Drerah).

Ditetapkan di

pada tanggal

GI,]BERNT]R LAMPTJNG,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPI.]NG,

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPI.JNG
TAHUN ........... NOMOR .



GUBERNUR LAMPUNG

PERATUP.AN BERSAMA GUBERNUR LAMPUNG

DAN GUBERNUR

NOMOR....... TAHUN ...........-..
NOMOR ...........TAH[JN..............

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUT{AN YANG MAI{A ESA

GUBERNUR LAMPUNG DAN GUBERNUR

Menimbang : a- bahwa.

Mengingat

b. bahwa

3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

(l)
(2)
(3) dan setenrsnya.

2. Peraturan Pemerintah ................



Peraturan Bersama Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundaagkan.
Agar setiap orang mengetahuinyq memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalan (Lembaran Daerah /Beita Drerah)

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH PROVINSI (Pemrakarsa)

GI.]BERNUR LAMPUNG

NAMA

TAHUN



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPI-NG

NOMOR........... TAHUN

TENTANG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa-

b. bahwa.

2. Peraturan Pemerintah

3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG

Mengrngat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapksn di
pada tsnggEl

GUBERNUR LAMPTJNG,
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKTJM

NAMA
Pangkat
NIP.

NAMA



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 48116
Telukbetung 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR....... TAHUN.............

TENTANG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa.

b. bahwa.

2. Peraturan Pernerintah

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

NAMADAN GELAR
Pangkat
NIP.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERA}I,

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

j

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GIIBERNUR TENTANG ........................



PEMERINTAH PROVI NSI I.AMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Drs. Warsito No. .... Telp. (0721) .......
Telukbetung 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR....... TAHUN

TENTANG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa.

d. bahwa.

2. PeraturanPemerintah

Mengingat

Menetspkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKT-IM

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

Ditetapkan di
pa& tanggal

a.n. GUBERNUR LAMPLJNG
KEPALA SKPD,

NAMA DAN GELAR
Pangkat
NIP.

!

(J

4. dan seerusnya;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ........................



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNT'R LAMPIJNG

NOMOR

TENTANG

GUBERNUR LAMPUNG,

Dalam rangka

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada I
2
3

4

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

Instruksi ini mulai b€rlaku pads iggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HTJKUM

NATT{ DAII GEI,AIT
Pangkat.
NIP.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

NAMA DAN GELAR

J.hr Woallr i{orAl.rid No.59 TGhl Bct[t B.d.r hrparg 35215
Tclp.(O72l) 

'.t1166 Frkr(O72l),|tr50t



GUBERNUR LAMPUNG

Ternpa! Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth.

di-

SURAT EDARAN

NOMOR.

TENTANG

GUBERNURLAMPI.JNG, .

NAMA DANGELAR

Jd.r Woltcr Morllnddi No. 69 Tdll Bdlng B.E&r lrrp.rg 3tl5
Tclp.((n21) atr166 F.Lr,(m2l) {tl50l



Nomor
Sifar
kmpiran
H8l

GUBERNUR LAMPUNG

Yth.

di-

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahrm

Kepada

GUBERNUR LAMPI,]NG,

NAMA DANGELAR

Tembusan : (disesuaikan dengan kepentingan)
I
2

J.hr Wolt r Molgi.ridi No.69 Tclol Brtutrg Btdrr 1,.[pur8 35215
Tclp.(0721) atl165 F.l&(0721) {tl50l



LAMPUI'G

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

Nomor
Sifat
l,ampiran
Hal

Yth.

Tempa! Tanggal" Bulan dan Tahrm

Kepada

di-

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA DANGELAR
Pangkat
NIP

Tembusan
1.......
2.......

E
.1



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN
NOMOR.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

dengan ini menerangkan bahwa :

a- Nama
b. Jabatan

a. Nama-/NIP
b. Pangkat/Golongan
c. Jabatan
d. Maksud

.NIP

Demikian Suat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun

GTJBERNURLAMPUNG,

NAMADANGELAR

J.L! Wolarr MondBldl No. 69 Trlol B.turg B.rd.r L..prig 3sll5
T.lp.(Unl) 'a!165 Frl!.(O72l),,tl$t



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT PERINTAH
NOMOR.....................

Nama (yang memberikan perintah)
Jab&n

Kepada

a. Nama
b. Jabatan

Untuk

MEMERINTAHI(AN:

GUBERNUR LAMPUNG,

NAMA DAN GELAR

Jdrr Woltcr Morderidi No.69 Tclul B.turt 3dll5 B.trd.r L.Dpiog
Tclp.{ln21) ltll65 frLr $1501

Ditetapkan di.......

padr targgal



SIJRAT IZIN GI]BERNURLAMPTJNG
NOMOR..................

TENTANG

Dasar a.

b.

Kepada

Nama

Jabatan

Alamat

Untuk

MEMBERJZIN:

Ditetapkan di.

pada taqgsl

GUBERNUR LAMPI.JNG,

NAMADANGELAR

J.l.r Wolt r Morginlidi No. 69 T.lrI B.t B gt2t5 B.rd.r lrEporg
T.lp,(n2l),$r155 hlr,$r$t



GUBERNUR LAMPUNG

SI]RAT PERIANJIAN

NOMOR......./.... ..... J........../......... -

TENTANG

Pada hari ini................, Tangga1..........., Bu1an.............. dan Tahun bertempat di
............., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1

Pihak kesatu @
2

Pihak kedua (II)

Pasal

...(isi perjanjian)

Pasal .........

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatang;ani oleh kedua belah pihalq pada hari dan 'rqgal tersebut

PIIIAK KE II PIHAKKEI

GUBERNURLAMPTJNG,

MATERAI
Rp 6000

NAMADANGELAR NAMADANGELAR
PANGKAT
NIP

(tandatangan)
(tandatangan)

Jdrr Wol&r Monginlidi No. 5, T.h] B.ton8 3dll5 Brnd[ hEpuEg
Tclp.(021) {tll65 fik il81s01

diatas.

Saksi-saksi:
I
2
J dst.



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPIJNG
DAN

PEMERINTAH

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerinah
......, yang dalam hal ini disebut sebapi'?ara Pihaft".

Republik

Mengakni pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan
Merujuk kepada Nota Kesepakatan aotara Pemerintah

lndonesia dan Pemerinah, Republik dalam upaya untuk meningkatkan kerjasanq yang
ditanddn8ani di ................., tCI.................. bln............ tahun.

Sosuei ilengan hukurU peraturan dan prosedur a&ninistratif yang borlaku poda Negara
masing-masing.

ARTIKEL I

TUruAN DAN RUANG LINGKI]PKERIASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota.................... untuk meningkatkan dan memperluas
kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas
kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

Segala kegiatan yang mongaou kepada Nota kesepakatan ini b€rgantung kepada ketersediaan dana dan
personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh para pihak.

ARTIKEL 3

PENGATI,JRAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakmn ini, Para pihak dapat membuat p€ngaturan
program, proyek atau rencana tindak yang t€rcakup dalam keselunrhan dri Nota fesepakdan ini,
yang meliputi bidang-bidang sebagaimane t€rsebut didalam Artikel l.

1

1

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara mssy&rakat kedua
belah pihak :

Republik

Telah mencrpi kesepekaten sebagai berikut:

ARTIKEL2

PEMBIAYAAN



ARTIKEL4

KELOMPOK KERIA

I
1

3

ARTIKEL 5

PENYELESAIAN PERSELISI}IAN

Saiap perselisihan yang timbul dalan penafsiran aau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan
diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

ARTIKEL 6

PERUBA}IAN

Noa Kesepakatan ini d8pat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan
atau perubahan. Segala bentuk perubahan aaupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus
menrpakan bagian integra.l dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan
pada tanggd yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7

PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

DENGAII DISAKSIKAN OLEE, pihak-pihak dibawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh
Pemerintah Daerah masing-masing telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

GUBERNUR GUBERNI.JR LAMPIJNG,

NAMADANGELAR NAMA DAN GELAR

J.lrn Wolrr7 Moidrddl No. 6, Tcht B.tul8 35215 Proitri Lrnprr8
TclP.(0721) ilEl 166 trlt attl0l

l.
2.



CONTOH
FORMATMAP

LAMBANG
DAERAH



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT PERINTAHTUGAS
NOMOR

Dasar

MEMERINTAHKAN:

Kepada

Untuk

: l Nama
Pangkat/gol
NIP

2. Nama
Pangkattgol
NIP

I
2.
J

Ditetapkan di.......
pada tanggal

GUBERNUR LAMPTJNG,

NAMA DAN GELAR

Jd.i Wolarr MorAilCdi No. 69 T.hl Bcl!ry 3ln15 B.idr. lropurg
T.h(0721) iltl166 frb.Al50l



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

Lembar ke
Kode No
Nomor

SURAT PERINTAH PERIALANAN DINAS

(SPPD)

abat memberi

2. Narna
3. a. Pangkat dan Golongan menurut

PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menunrt peraturan

alanan

4. Maksud alanan dinas

5. Alat
6. a. Tempat berangkat

b. Tempat tujuan
7. a. tamanya Perjalanan dinas

b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8.
9. Pembebanan Anggarao

a. Instansi
b. Mata

10. lain-lain

Sekretaris Daerah

Ditetapkan di.......
pada anggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

E
G

I

l.

NAMA DAIYGEII\R
PANGKAT
NIP.



SPPDNo. : ...............................
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggsl
Kepala

IIL Tiba di
Pada tanggal
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

IV. Tiba di
pada t .lggrl
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal
Telah diperikss, dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut diaras benar dilakukaa atas perintahrys dm sernda-
maa untuk kepentingfl! jabatsn dalam waktil yang sesingtat-
singkatnya.

SEKRETARJS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

NAMADANGEII\R
PANGKAT.
NIP.

VI. CATATAN LAIN.LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab
berdasarkan p€raturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat ganti rugi akibar
kesalahan, kealpaannya.



Yang bertanda tangan dibawah ini
a. Nama
b. Jabatan

Kepada
a. Nama
b. Jabatan
c. NIP.

Untuk

GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KUASA
Nomor .......-...-..-....--.........

MEMBERI KUASA

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-

Yang diberi kuasa

NAMAJABATAN

NAMA DAN GELAR
Pangkat
NIP.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang memberi kuasa

GTJBERNI.JR LAMPUNG,

NAlv[{ DAN GEI-AIt

Jdl! Wolt r MorgirCdt No. 69 Tclol Bctut g'215 B..d.t LcpsE
T.lp.(0721) ,atl 165 f.t! ,lt l50l



GUBERNUR LAMPUNG

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Y$.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahrm

Kepada

di-
Undangan

Hari

Tanggsl

Pukul

Tempar

Acara

GUBERNUR LAMPUNG,

NAMA DAN GELAR

J.l.! Wolt r Moegltr'tdi NG 69 T.hf Bd!!g llll5 Bu&r l,rnprrg
T.lp.(UZ!) 4tl165 f.b 4El50t

Catalan

2.



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR..

Yang bertanda tangan dibawah inr :

Nama
NIP
PangkattGolongan
Jabatan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Yang diangkat berdasarkan Peraturan
Nomor terhitung

telah nyata menjalankan tugs sebagai
di-

Demikian surat keterangu melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan
mengingat sumpah jabatdpegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi sutat pemyataan ini
ternyata tidak benar yang bemkibat kerugian hgi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
ters€but.

Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun

GUBERNUR LAMPI.]NG,

NAMADANGELAR

Jrhn Woltr MorSidtdl NG 69 T.IEI BctuoS }1215 B.!&r l,.Epurg
TclP(0721) ilEl166 frlo 'ltlg)t



GUBERNUR LAMPUNG

Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Nomor
Sifat
I^ampiran
Hal

Yth.

Panggilan di-

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor
pada

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Menghadap
kepada
Alamat
Untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

GUBERNUR LAMPUNG,

NAMADANGELAR

J.t.n wolt r MorgiBidi NG 69 Tclcl Bclunt 36115 B.d.r l,rDp!.9
T.lp.(0721) atl156 frl! ,$r50r



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp, ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

E

D

g

NOTA _ DINAS

Kepada

Ilari

Tanggal

Nomor

Sifar

Lampiran

Hal

KEPALA BIRO/SKPD,

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

l



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun

K€pada

Yth.

di-

NOTA PENGAruAN KONSEPNASKAH DINAS

Disampaikan dengan homrat

Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon persetujuan dan
tands tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

Tidak lanjut staf

Cattan : Corct yang tidak perlu

KEPALA BKD,

NAMADANGEI-A,R
Pangkat
NIP.

'\

Nomor :



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No, 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

LEMBARDISPOSEI

Surat dari

No. Surat
Tgl. Surat

Diterima Tgl
No. Agenda
Sifat

Sangat segera Segera Rahasia

Perihal

Diteruskan kepada Sdr.

Dan s€terusnya..

Dengan hormat harap :

Tanggapan dan Saran

Proses lebih lanjut

Koord inasi/konfi rmasikan

Nama Jabatan

Paraf dan tanggal

Nama Pejabat

Ea
a

tr
tr

tr
tr
u
t-t

Catatan :



.a**,
,o;

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

TELAAHAN STAF

Kepada

Dari

Tanggal

Nomor

Lampiran

Hal

I.

II.

m.

ry.

v.

vI.

Persoalan

Praanggapan

Fakta-Fakta yang mempengaruhi

Analisis

Kesimpulan

Saran

NAMA JABATAN

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.



GUBERNUR LAMPUNG

PENGUMUMAN

NOMOR.

TENTANG

Ditetapkan di.......

pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

NAMADANGELAR

Jdro Wolt r Moogitrrklt No.69 Tclol B.lurg 35:Zl5 B.trd.r l-.rp!rg
Tdp.(m2l) {tr 166 ht! 4tl50l



-t

o
E PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp, ( 0721) 481166

Telukbetung 35215

LAPORAN

TENTANG

I. Pendahuluan

A. Umum/larar belakang

B. [,andasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang di laksanakan,

III. Hasil yang dicapai,

IV. Kesimpulan dan Saran,

V. Penutup.

Dibuat di.................
pada tanggaI...........

Nama Jabatan

NAMADAN GELAR
Pangkat
NIP.



GUBERNUR LAMPUNG

REKOMENDASI

NOMOR

a.

b.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

GI.]BERNI.]R LAMPTJNG,

NAMA DAN GELAR

J.h! Wol.tr Morgilidi No.69 Tchl B.trdg Al2ls B..du !,.!prr8
Tdp{O72r) €1165 hkr iltlS0l



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481 166
Teluktetung 35215

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepadq

Yth.

di

SURAT PENGANTAR
NOMOR

No Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan

Diterima tanggal.

Penerima

Narna JabatarL

NA]VL{ DA}I GET,{R
Pangkat
NIP.

Pengirim

Nama Jabatan,

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

Nomor telepon.

-l^-
I

5r
I



PANGGILAN

DARI

UNTUK

TEMBUSAN

KLASIFIKASI: SEGERA

Nomor

NOMOR DERAJATJENIS

.KMA.

TTK

tuqu{TTK.

BBB TTK.

.KMA..

TTK

.KMA

TTK

CCCTTK DANSETERUSNYATTKHBS

Pengirim

Nama

Jsbatan

Tanda Tangsn

Tanggal waktu pembuatan

Paraf
Operaor

CONTOH: 27, LEMBARAN DAERAE

WaktuNo. Kode

Terima Kirim

Lalu
Lintas

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPTJNG

FORMI.JLIR BERJTA'

Registrasi No:...



TENTANG

Diundangkan dalarn kmbaran Daerah

Nomor............Tahun.........-......

Nomor .....,...... Tahun ............
Seri ................
Tanggal .........

Seri............ Nomor,..............

SEKRE'TARJS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

NAMADAI\GD,LAR
Pangkat
NIP.



PERATURAN KEPATA NAFRAH.........J KEPUTUSAN KEPALA DAERAH..................

NOMOR.

TENTANC

.........dan setenrsnya

Diundangkan dalam lembaran daerah

Nomor ............ Tahun ..............
Seri .................
Tanggal ..........

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPT]NG,

NAMADANGEI,AR
Pangkat
NIP.



GUBERNUR LAMPUNG

BERITA ACARA
Nomor

Pada hari ini tanggal
kami masing-masing:

1. ...................... .........................y4ng selanjrmya

disebut Pihak Pertama (memuat namq NIP, PangkariGolongaq Jabatan datr damt)

2 yang selanjutnya

disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap...........untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Dibuat di

Pihak Ke II Pihak Ke I
GUBERNURLq,MPI.JNG,

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

NAMA DAN GELAR

MENGETAHUYMENGESAHKAN

NAMADAIIGtrLAR
Pangkat
NIP.

J.|.tr Wolt r Mo.gluldi No. 60 Tchk BcruoS ll2ls &.drr lrapung
TclP(ozll)'ltl166 frls'Ol5()l
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung 35215

NOTULEN

Sidaag/Rapat

Hari/Tanggal

Waktu Panggilan

Waktu Sidang/rapat

Acara

2. dan seterusnya

3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Kehra

Setretaris

Pencatat

Peserta sidang/rapat

Kegiatan Sidane/Rapat

l. Kata Pembukaan

2. Pembahasan

3. Peratunn

2. dan s€t€rusnya.

1

2. dan seterusnya.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMAJABATAN

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

:l-

:1.



GUBERNURLAMPUNG

MEMO

Dari

Kepada

ISI

Tempa! Tanggal, Bulan d"n Tahrm

GUBERNUR LAMPT]NG,

Tanda Tangan atau Paraf

Jrl.D Wolt r MonginCdi No. 69 T.|It B.lung 36215 B.d.r hDpr.a
T.lp{O721) atl166 f.k {tr50r

t
e-i

'Jt-s



E

-.#r,-
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari

Tanggal

Waktu

T€mpat

Acara

Ilo. I\IAMA
JABATAT{/

PA'GKAT

TANDA

TA}.IGAN
KET

1

2

3

dst.

Tempa! Tangrqal, Bulan, dan Tahun

NAMAJABATAN

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 35215

DAFTAR HADIR

BULAN :

MINGGU :

TANGC'ALPANGKAT/

GOL. P S P S P S P S
KETNO NAMA

3 4 7 't0 11 121 2

KEPATASUB BAGIAi.I/
KEPATA SEKRETARIAT IIII

Tempa! Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMAJABATAN

NAMADANGELAR
Pangkat
NIP.

1

5 b 8 I



GUBERI\ruR LAMPUNG

PIAGAM PENGHARGAAII

Nomor :

GLJBERNUR LAMPUNG Dengan ini mernberikan penghargaan kepada :

Tempat, Turggal, Bulan dan Tahun

GI.]BERNUR LAMPTJNG,

NAMAJELAS

Jdr! Wolacr MorgltrCdi No. 59 TcluL B.turg 35115 Brdrr L.opuig
Tdp.{(}72l) /$r166 f.b {tl$r

E--

3*4-s

Nama

Tempat/Tanggal lahir

NIP/NPP

Jabaran

Instansi



GI'BERITT'R I.A'[PT'I{G

SERTIFIKAT

Dlbcrlla! Lepada :

Itlarna

IIIP

Ilstansl

Sobegnf /Atil tnflrtlp.tlarrr d'lrh
....frg 616613r gErraten oleh

p.r1 +rtlggal ......... !.d.

Tempa.t, Tanggal, Bulaa dea Tahua

GI'BERITT'R LIIUPT'NG,

N/TUA JELI\S

-



( (

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721) 481166
Telukbetung 352'15

GUBERNUR LAMPUNG
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : .............-......... ....1.............................../DDN

Gubernur . . . . . . . . . . Berdasarkan PP Nomor l 0 l Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 dan ketentuNn-ketentuannya menyatakan bahwa :

Nama
Tempat/Tanggal lahir
NIPNRP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
lnstansi

LULUS
Kualifikasi

Provinsi............. yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di
dari tanggal sampai dengan .,.. yang meliputi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. GUBERNUR LAMPIJNG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Pas foto
4x6

NAMAPEJABAT

Pada Pendidikan dan Pelatihan



)

L_', ,/-l

,\ litt
Baeian Belakane STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Umum : (Ditentukan Badan Diklat Depdagri)

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
KEPALA BIDANG DIKLAT

NAMAPEJABAT
PANGKAT
NIP.

)



( (

GUBERNURLAMPUNG

SURATTANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

s

: ............................/......,......................../DDNNomor

Gubemur Bendasarkan PP Nomor I 0 1 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas foto
4x6

Nama
Tempat/Tanggal lahir
NIPNRP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Instansi

Kualifikasi

Pada Pendidikan dan Pelatihan
sampai dengan

Provinsi.

LULUS

yang diselensgarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
GUBERNUR LAMPUNG,

dari tanggal
yang meliputi

NAMA dan GELAR



)

Baeian Belakane STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Umum : (Ditentukan Badan iklat Depdagri)

Khusus : (ditennrkan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMAPEJABAT
PANGKAT
NIP.

)



B. PENEMPATAN a.n, u.b, Plt, PIh DAN Pj

l. Pcnggunaen ' r.n. ':

a-n. GUBERNURLAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NAMA
Pangkat
NIP.

3. Penggunaen ' Plt ':

PIt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

2. Penggunaen ' u.b. ':

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETAFJS DAERAH,

u.b
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI,

NAMA
Pangkat

NIP.

4. Penggunaen ' Plh ":

PIh. GTJBERNURLAMPTNG
WAKILGUBERNU&

NAMANAMA
Pangkat
NIP.

5. Penggunran'Pj':

PJ. GUBERNUR LAMPUNG

NAMA



C. PARAF DAII PEI\TI'LISAI{ NAMA

1 Pembubuhan Paraf Hieratkhis

a Naskah dinas 56[6[rm ditandatangad oleh Gubemur, wakil Gubemur, sekrctaris
daerah, asisrcru sehetaris DPRD, kepala dinas, kepala badaq inspektur dan
direktur nrmah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga
orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi,
redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan
firogsiny4 penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinaq sesuai
arah janrm jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan
menandatangani.

b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani
naskah dinas tersebut tidak mernerlukan paraf.

c. Parafunuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama-

d. Untuk keamaoan isi naskah dinas yang jruolahnya lebih dari satu halrmaq,
sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka
harus dibububkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap
fua[emnn.

e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukurn/surat yang lebih dari satu
lembar, setiap lembamya di paraf pada pojok kid kertas bagian bawah.

f. Naskah dinas dalam beotuk dan $$unan surat yang mempunyai lampiran, @a
lembar lampiran dipojok sebelah kaoan atas ditulis lampiran: surag nomor dan
tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang.

2. Pembubuhan Paraf Koordinasi

a- naskah dinas dalam bentuk dan susuum produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolatl unit lain yang terkait
dan biro hukum pada setiap lembar naskah.

b. naskah dinns dalarn bentuk darr susrmall surat yang materinya menyangkut
kepentingan uait lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus
diparaf tedebih dahulu oleh trnit pengola[ unit lain yang terkait pada lembar
terakhir naskah.

c. Parafkoordinasi dibuat dalam benhrk sternpel persegi empaf.



Contoh paraf hierarfthis dalam bentuk searah janrm jam:

rzr GUBERNURLAMPIING or

rn SJACHROEDIN Z.P.

Contoh parafhierarkhis dalam bennrk matrik:

PARAF HIERARKHIS
Sekda.........
Ass
Biro/Bas .. ...

dst

Contoh paraf koordinasi di lingkungan provinsi :

l. peaulisan nema pejabat yang berwenang menandatangani naqkah dinas.
& penulisan nrma gubemur dan name wakil gubemur pada naskah dinas dalam

bennrk produk hukum tidak menggunakan gelar;
b. penulisan nama gubernur dan nama wakil gubemur pada naskah dinas dalam

bentuk surat dapat menggunakan gelar;
c. penulisan nama pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak

menggunakan gelar;
d. penulisan nam6 prsfu naskah dinns dalam bentuk surat dapat mengguakarl

gelaq
e. nama pejabat yang menduduki jabatan struktual dan fungsional

mengguakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK I]KIjRAN DAN ISI STEMPEL.

1. STEMPEL JABATAI! DAI{ STEMPEL SKPD

Yang menggunakan lambang.

) cm 3,8 cm 4cm

PA-RAF KMRDINASI
Bim.........
BirD -..... .

Bim.........
&t

-
-l--l

PARAF ((X)RDINASI
Dinas
B.da,

I

--

E

I-ambang Negara,/Daerah



Yang tidak menggunakan lambang

I cm 2,7 cm

a contoh stempel jabatan.

b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

c. st€mpel satuan kerja perangkat daerah.

3,8 cm 4cm



E. BENTUT<, UKT]BAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

l. Perbandingan hurufpada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah

dlan nrma siatuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
a tulisan narna pemerintah daerah dengan huruf arid 14.

b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh I : Kop Nrskah Dincs Gubernur

Contoh 2 : Kop Neskrh Dines Sekreteriet Drereh

PEMERINTAII PROYINSI LAIVIPI]NG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode Pos 3521 5

Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

"a=-;. ; .-r

E

Jl. Wolter Monginsidi No- 69 Teluk Betung Bandar Lampung 35215
Telepon. (0721) 481166

(sru& l.lltus c'ns.)

GUBERNUR LAMPUNG

Contoh 3 : Kop Nasklh Din*.s Seturn Kcrir Penngkat llecreh

PEMDRINTAE PROVINSI I.AMPUNG
DINAS KOMT]IYIKASI I}AN INT'ORMATIKA

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetug Kode Pos 3521 5
Telp. (0721) 481166 Fax. 381501E



F. BENTUIC UKURAN DAI\ ISI SAMPTJL NASXAII DINAS

Contoh 2 : Kop Sempul Naskeh Dines Sekreteriet Deerah

Contoh 3 : Kop Sampul Neskeh Dinas Satuan Kerje perangkat Deerah

/i E' ):'.
':.ai $.'-11- !
i.'\\Bgrf 7,t*lht'lF;''
''..iS.).'

-ili::<-
(gEruda kutri4 eirBs)

GUBERNURLAMPI,'NG
Jalan Wolter Mmginsidi Nomor 69 Telukbennrg (kode Pos)

Telp (0721) 21087 Faks. (0721) 22706

Nooo. : ........./....J.../
Stcfltp€l

KepadE
YtlL Sdr .....

di-

Kode Pos

PEMf, ,RINTAE PROVINSI II\MPI,]NG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 TelukbehDg (kode Pos)
Telp (0721) 210t7 Fays. (0721)227u6

NoEor : ...,,...J...,"/.-"/
Stcrnp€l

K@E
Yrh. Sdr .....

di-

Kode Pos

PEMERINTAH PROVINSI INMPUNG
DINAS KOMUMKASI DAI{ INT'ORMATIKA
Jalan Wotter Monginsidi Nomm 69 Telukbetung (Kode pos)

Telp (0721) 2l0tz Faks. (072t) Z27W

Kode Pos

KAods
Yth.s&.....

di-

UKURANHURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah
.l"n tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

a. tulisan nama pernerintah daerah dengan hurufarial 14.

b. Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial I 8.

Contoh I : Kop Ssmpul Naskeh Dinas Gubernur

E
I

Nomfi : .....-..-/...."/.. J....
Stqnpel



F. BENTUIG UKT,'RAN DAIY NI SAMPT'L NASKAH DINAS

UKT]RANH[]RT]F.

Perbandingan huruf pada sampul naskah rlinaq sntara tulisan nama pemerintah daerah

d"" tulisan nama satuan kerja petangkat daerah adalah 3 : 4

a 1sll56a nama pernerintah daerah dengan huruf arial 14.

b. Tulisan nama satuan kerja perangkar daerah dengan huruf arial I 8.

Contoh I : Kop Sempul Nrskah Dinas Gubernur

Contoh 2 : Kop Sempul N.skrh DiD.s Sekreteriat Deereh

Contoh 3 : Kop Sempul Neskah Dines Satuan Kerja perangket Daereh

(geuda kuning emas)

GT'BERI{IJR LAMPI]NG
Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 TelukHung (kode Pos)

Telp (0721) 21087 Faks. (0721) 22706

Kepada
Nonor : ........-/....J..J---.

S&mp€l
Yth. sdr

di-

Kode Pos

PEMERINTAE PROVINSI LAMPTJNG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung ftode Pos)

Telp (0721) 21067 FaYs. (0721) 22706

Kepada
Nomor : .-......-/....-/.../

Strmpel
Yth Sdr

di-

Kode Pos

.-I
E

PEMERINTAH PROVINSI LAMPI.JNG
DINAS KOMUMKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Woker Mongirsidi Nomor 69 Telukbetung (Kode pos)

Telp (0721) 21087 Faks. (072t) 22706

Kode Pos

Kepada
Nomor : ......-.-/--..-/..-/,...

Str D€l
Yth. Sdr

di-

U



Contoh 3 : Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah

G. BEITTTUX, TJKT'RAN DAI{ ISI PAPAN NAMA

1. BENTUK
Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang
berbentuk segiempat.
Contoh :

Kodc Pos

Kepada
Nomor : .....-..-/.,.. J../....

Stclnpel

PEMERINTAH PROVINSI LAMPI'NG
DINAS KESEHATAN

,alan .......No..... TclepoL......F8x--...
BANDAR LAMPT,INC

Kode Pos

YtlL Sdr
di-



2. UKURAN

Perbandingan ukuran huruf3 : 4
a ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama saJuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN
l. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan

kebutuhan daerab misalnya dari bahan kayu, betoq seng/plat dan lain
sebagainya

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebuhrhan, dapat menggunakan cat
atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh I : Papan nama Kantor Gubernur

Contoh 2. Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481166 Fax. 381501

KAI{TOR
GUBERNUR LAMPUNG

PEMERINTAII PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAII

Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode pos 35215
Telp. (0721) 481t66 Fax. 381501



J-"

PEMERINTAE PROYINSI LAMPUNG
DINAS PEKERJAAI{ I.rMT.IM

Kode Pos

JI

BANDAR LAMPUNG
No....... Telepon

Contoh 3. Papan nama yang tedelak satu atap/satu komplek

GUBERNUB LAMPI'NG,

(/

SJACHROEDIN Z.P.

D

PEMERINTAH PROVTNSI LAMPTJNG

JI................. No....... Te|epon... .... .. ....
BANDARI-AMPT]NG

l. X.ntor .--.-.
2. Badan .-....,...."..-
3. Dinrs .*..---


